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ABSTRACT 
  

A residence permit is a permit granted to a foreigner by a service official 
either manually or electronically to be in the territory of Indonesia. In 

practice, there is often misuse of residence permits. Misuse of residence 
permits is a legal event that often occurs in immigration crimes. Residence 
permits granted to foreigners to stay in the territory of the Indonesian state 

are often misused by the permit holders so that there are many cases of 
abuse of residence permits. The purpose of this study is to find out how to 

implement the Stay Permit Policy for Foreign Citizens at the Pekanbaru City 
Immigration Office and to find out what are the inhibiting factors for 

implementing the Stay Permit Policy for Foreign Citizens at the Pekanbaru 
City Immigration Office. This study uses a qualitative method with a 
descriptive approach, and in data collection using the methods of 

observation, interviews, and documentation. The results of the research 
obtained are that the implementation of the residence permit policy for 

foreign citizens at the Pekanbaru City immigration office has not run 
smoothly. There is still a lack of coordination between policy makers and 

implementers, resulting in weak supervision of foreign nationals in 
Pekanbaru City. And it can be seen from the results of the study, there are 
still foreign nationals who violate the provisions of the immigration 

administration such as exceeding the limit of their residence permit in 
Pekanbaru City. Then the inhibiting factor in the residence permit policy of 

Foreign Citizens in Pekanbaru City is the lack of supervision from the 
Pekanbaru City immigration office against foreigners who apply for 

residence permits, because there are still foreigners who violate the 
provisions of the immigration administration such as exceeding the limit of 
their stay permits (overstay). Even though the relevant agencies have 

supervised foreigners in accordance with existing procedures, only the 
foreigners themselves have made negligence, sometimes these foreigners 

ignore existing procedures at the immigration office so that immigration 
violations can be detrimental to themselves. 
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ABSTRAK 

 
Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat dinas 

baik secara manual maupun elektronik untuk berada di wilayah Indonesia. 
Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi penyalahgunaan izin tinggal. 
Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah 

sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan 
kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali 

disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi 
kasus penyalahgunaan izin tinggal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Tinggal  Warga Negara Asing di Kantor 
Imigrasi Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa faktor penghambat 
Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi 

Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan 
yakni Impelentasi kebijakan izin tinggal warga negara asing di kantor imigrasi 

Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan lancar. Masih kurangnya 
koordinasi antara pembuat kebijkan dengan implementor, sehingga lemahnya 
pengawasan terhadap warga negara asing di Kota Pekanbaru. Dan dapat 

dilihat dari hasil penelitian, masih adanya warga negara asing yang melanggar 
ketentuan administrasi keimigrasian seperti melebihi batas izin tinggal nya di 

Kota Pekanbaru. Kemudian Faktor penghambat dalam kebijakan izin tinggal 
Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengawasan dari 

kantor imigrasi Kota Pekanbaru terhadap WNA yang melakukan izin tinggal, di 
karenakan masih adanya WNA yang melanggar ketentuan administrasi 
keimigrasian seperti melebihi batas izin tinggal nya (overstay). Walaupun dari 

instansi yang bersangkutan sudah melakukan pengawasan terhadap WNA 
sesuai dengan prosedur yang ada hanya saja dari WNA nya sendiri yang 

melakukan kelalaian, terkadang WNA ini mengabaikan prosedur yang ada 
pada kantor imigrasi sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran 

keimigrasian yang dapat merugikan bagi mereka sendiri.  
 
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Izin Tinggal, WNA. 

 
PENDAHULUAN  

Implementasi kebijakan merupakan tahap proses kebijakan publik. 

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak 

atau tujuan yang diinginkan. Dunn W (2015:24) menganjurkan bahwa disetiap 

tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan impementasi kebijakan, 

penting untuk dianalisa. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap 

sejak dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi 

kebijakan merupakan salah satu variable penting yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. 

Persaingan sumber daya manusia salah satu perkara yang tidak dapat 

disepelekan. Bebas keluar masuk bagi tenaga kerja dari suatu negara ke 
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negara lain membuat setiap individu mau tidak mau harus memacu semangat 

untuk memperbaiki diri. Keluar masuknya tenaga kerja dari negara lain juga 

terjadi di Indonesia. Tenaga kerja yang berasal dari luar negeri kita sebut 

sebagai tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia 

terjadi di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, konstruksi, manager, 

hingga buruh. Hampir di berbagai bidang pekerjaan sekarang ini sudah 

didatangi oleh tenaga kerja asing, meskipun jumlahnya tidaklah banyak. 

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib 

melakukan  pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan 

imigrasi. tempat pemeriksaan  imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau 

tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh  Menteri Kehakiman sebagai tempat 

masuk atau keluar wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi merupakan bagian 

penyelenggaraan administrasi Negara dalam rangka pelaksanaan tugas  

pemerintah dan pembangunan di bidang keimigrasian, salah satunya 

menyelenggarakan  Izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing 

atau disingkat dengan WNA untuk berada di suatu wilayah. 

Izin tinggal di Kota Pekanbaru terdiri dari izin tinggal kunjungan, izin 

tinggal  terbatas dan izin tinggal tetap. Pertama izin tinggal kunjungan, yaitu 

izin yang diberikan kepada warga negara asing yang berkunjung ke wilayah 

Indonesia. Kedua izin tinggal terbatas merupakan pada warga negara asing 

untuk tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang 

terbatas. Ketiga izin tinggal tetap, izin yang diberikan kepada orang asing 

tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai 

penduduk Indonesia. 

Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi penyalahgunaan izin tinggal. 

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah 

sering terjadi di dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan 

kepada orang asing untuk berada di wilayah negara Indonesia sering sekali 

disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi 

kasus penyalahgunaan izin tinggal. 

Pelaksana dari kebijakan imigrasi yaitu kantor imigrasi Pekanbaru. 

Namun ada juga peranan imigrasi terhadap izin tinggal WNA. Peranan petugas 

imigrasi Pekanbaru itu sangat berperan penting, dimana tidak dapat 

dipungkiri, meskipun aturan keimigrasian yang sudah baik tetapi tetap harus 

didukung oleh mental petugas yang baik juga. Terutama bagi petugas yang 

bertugas pada pintu keluar masuknya orang asing di Indonesia, apabila 

mereka bertindak acuh dan bersikap lemah terhadap orang asing maka orang 

asing tersebut akan berani dan leluasa untuk berkeliaran di Indonesia. Selain 

itu dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang terbatas juga menjadi penyebab 

terjadinya hal tersebut. Sehingga sangat penting untuk menjaga koordinasi 

dengan instansi lain. 
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Tindakan yang dilakukan pihak imigrasi Pekanbaru terhadap warga 

Negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu tindakan 

keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan. Tindakan 

keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal 

penegakan hukum terhadap perbuatan overstay apabila dilandasi atas asa 

subsidaritas hukum pidana yang merupakan kebijakan tepat yang tertuju 

mengenai sasaran. 

Imigrasi Pekanbaru meminimalisasikan penyalahgunaan kehadiran 

overstay yang dilakukan oleh orang asing, imigrasi yang ada dalam bidangnya 

menjalankan prinsip selektif dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian. Tujuan 

kebijakan agar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing lebih 

optimal dan terciptanya kondisi warga negara asing yang keberadaannya telah 

sesuai dengan tujuan yang ingin dilaksanakannya, hal ini dilakukan sebagai 

bentuk kepatuhan administratif kebijakan keimigrasian. 

Untuk melaksanakan tersebut, diperlukannya komunikasi yang baik 

oleh setiap stakeholder terkait. Seperti antara pihak kantor imigrasi dengan 

warga negara asing. Selain itu, adanya sumberdaya yang memadai dalam 

mengawasi dan mengelola izin tinggal warga negara asing di Kota Pekanbaru. 

Hal ini juga menyinggung dalam karatakter atau konsistensi sumberdaya 

dalam menangani kasus izin tinggal serta pelanggaran yang dilakukan oleh 

pihak warga negara asing yang overstay di Kota Pekanbaru. Tentu saja ini 

tidak lain ialah bagaimana kondisi struktur organisasi dari kantor imigrasi 

tersusun dengan baik dan juga menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moeloeng (2007:4) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Dengan cara memberikan gambaran yang jelas dan terperinci 

berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara 

yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas 

permasalahan yang dikemukakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komunikasi 

Komunikasi lmenjadi lsalah lsatu lbagan ltingkatan lukuran 

lkeberhasilan lsuatu lkebijakan lsecara lmenyeluruh. lKomunikasi lmerupakan 

lsuatu lhal lyang lpenting luntuk lpencapaian lsebuah ltujuan. lApabila 

ltujuan ldan lsasaran lsuatu lkebijakan ltidak ljelas ldan ltidak ldi lketahui 

lsama lsekali loleh ltujuan lsasaran, lmaka linilah lyang lmenyebabkan 

lterjadinya lkonflik lyang lbisa lberdampak lpada ltujuan lutama lyang ldi 
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lharapkan lkantor limigrasi lKota lPekanbaru. lOleh lsebab litu lmaka 

ldiperlukannya lkomunikasi lyang lbaik ldan ltepat lkepada lWNA lKota 

lPekanbaru. L 

Berdasarkan lhasil lyang lpeneliti llakukan llangsung ldilapangan, ldapat 

ldilihat luntuk lizin ltinggal lsendiri lsaat lini lsudah ldi lpermudah ldengan 

lelektronik ldan ltidak lperlu llagi ldatang lke lkantor limigrasi lKota 

lPekanbaru. lDan luntuk linformasi lmengenai lizin ltinggal lsendiri lsudah 

ltertera ldi lwebsite ldan ldi lkantor lImigrasi lKota lPekanbaru. lUntuk lWNA 

lyang lmelebihi lbatas lizin ltinggal lnya l(overstay) lmereka lbisa lmembayar 

ldenda lmelalui lbank lsesuai ldengan lketentuan ladministrasi lkeimigrasian. 

Untuk ldi lKantor lImigrasi lKelas lI lTPI lKota lPekanbaru lsendiri lmereka 

lmemberikan linformasi lmelalui lwebsite limigrasi lkota lPekanbaru ldan 

mempermudah luntuk lmemperpanjang lizin ltinggal lmemalui laplikasi 

lpermohonan lizin ltinggal lonline lyang lbisa ldigunakan lbagi lpenjamin ldan 

lWNA luntuk lmemudahkan lperpanjangan lizin ltinggalnya. 

 
Sumber lDaya 

Sumber ldaya lmerupakan lfaktor lpenting ldalam lmerealisasikan lsuatu 

kebijakan lagar limplementasi lkebijakan lyang lsudah ldibuat ldapat lberjalan 

baik ldan lbenar ltanpa ladanya lsumber ldaya lyang lbaik, lmaka 

implementasi lsebuah lkebijakan ljuga ltidak lakan lberjalan lbaik. lSumber 

daya lyang ldiperlukan ldalam lsuatu lkebijakan ltidak lhanya lmengenai 

biaya, ljuga lterkait ldengan lsumber ldaya lmanusia ldan lfasilitas lyang ldi 

sediakan. lManusia lmerupakan lsumber ldaya lyang lterpenting ldalam 

menentukan lkeberhasilan lsuatu limpementasi lkebijakan. lImplementasi 

kebijakan ltidak lakan lberhasil ltanpa ladanya ldukungan lyang lcukup 

kualitas ldan lkuantitasnya. lKualitasnya lberkaitan ldengan lketerampilan, 

dedikasi, lpersonalitas ldan lkopetensi ldi lbidangnya, lsedangkan lkuantitas 

nya lberkaitan ldengan ljumlah lsumber ldaya lmanusianya lsudah lcukup 

untuk lmelengkapi lseluruh lkelompok lsasaran. lKarena litu lperlu ladanya 

pelaksana ldalam lmengimplementasikan lsuatu lkebijakan. lTidak lhanya 

dukungan ldari limplementor ltapi ldukungan lfinansial ldan ldukungan 

sarana ldan lprasarana ljuga lpenting luntuk lkeberhasilan lsuatu lkebijakan. 

Bahwa ldalam lpelaksanaannya ldi llapangan lterkait lsumber ldaya lmanusia 

dari lpihak limplementor lsudah lcukup lmemadai, lhanya lsaja lmasih 

kurangnya lprasarana luntuk lmelakukan lkunjungan lterhadap lWNA lKota 

Pekanbaru. lDengan ladanya lfenomena ldiatas, lmenjadi levaluasi lbagi Kantor 

Imigrasi lKelas lI lTPI lKota lPekanbaru luntuk lsegera lmelengkapi ldari 

kekurangan lyang lada lsehingga ltarget ldari lsasaran lsumber ldaya ldapat 

tercapai. 

 

 



1226 

 

Disposisi 

Disposisi lyaitu lsikap lpelaksana lkebijakan luntuk lmempunyai 

kemauan, lniat latau lmotivasi lpsikologis luntuk lmelaksanakan lsuatu 

kebijakan. lApabila limplementor lmemiliki ldisposisi lyang lbaik lmaka lakan 

dapat lmenjalankan lkebijakan ldengan lbaik lseperti lapa lyang ldiinginkan 

oleh lpembuat lkebijakan. 

Adanya lkerjasama lantara lpembuat lkebijakan ldengan lpelaksana 

lkebijakan ldapat ldisimpulkan lbahwa lmotivasi lselalu ldierikan loleh lKantor 

lImigrasi lKelas lI lTPI lKota lPekanbaru lkepada lpetugas ldalam lmenjalankan 

ltugas ldan ltanggung ljawabnya ldilapangan. lDalam lsuatu linstansi 

ldibutuhkan lnya lpembagian lkerja, ldiharapkannya ldari lpembagian lkerja 

ltersebut lakan ldapat lmenyelesaikan lpekerjaan lsecara lefektif ldan ltidak 

ladanya ltumpang ltindih lwewenang. lHal lini ldilakukan lkarena lpekerjaan 

ldibagi lsesuai ldengan ltugas ldan lfungsinya. 

 
Struktur lBirokrasi 

Struktur lorganisasi lyang lbertugas lmengimplementasikan lkebijakan 

memiliki lpengaruh lyang lsignifikan lterhadap limplementasi lkebijakan. 

Aspek ldari lstruktur lorganisasi ladalah lStandard lOperating lProcedure (SOP). 

Struktur lorganisasi lyang lterlalu lpanjang lakan lcenderung lmelemahkan 

pengawasan, lyang lmenjadikan laktivitas lorganisasi ltidak lfleksibel. Dapat 

ldilihat ldari lStruktur lOrganisasi lKantor lImigrasi lKelas lI lTPI lKota 

lPekanbaru lsudah lberjalan lefektif ldan lsudah lsesuai lpembagian lkerjanya 

lmasing-masing. lMungkin lkurangnya ldari lpengawasan loleh lpihak limigrasi 

lterhadap lWNA lsehingga lmasih ladanya lWNA lyang lmelanggar lketentuan 

ladministrasi lkeimigrasian. 

 

PENUTUP 
Hasil lpenelitian ldan lanalisa ltentang lImplementasi lKebijakan lIzin 

Tinggal Warga lNegara lAsing ldi lKantor lImigrasi lKelas lI lTPI lKota 

Pekanbaru lyang lsudah lpenulis llakukan lmemberikan lbeberapa kesimpulan 

dan lsaran lantara lain; 

1. Impelentasi lkebijakan lizin ltinggal lwarga lnegara lasing ldi lkantor 

limigrasi Kota lPekanbaru lmasih lbelum lberjalan ldengan llancar. lMasih 

lkurangnya koordinasi lantara lpembuat lkebijkan ldengan limplementor, 

lsehingga lemahnya lpengawasan lterhadap lwarga lnegara lasing ldi lKota 

lPekanbaru. Dan ldapat ldilihat ldari lhasil lpenelitian, lmasih ladanya 

lwarga lnegara asing yang lmelanggar lketentuan ladministrasi lkeimigrasian 

lseperti lmelebihi batas lizin ltinggal lnya ldi lKota lPekanbaru. 

2. Faktor lpenghambat ldalam lkebijakan lizin ltinggal lWarga lNegara lAsing 

ldi lKota lPekanbaru ladalah lkurangnya lpengawasan ldari lkantor limigrasi 

lKota lPekanbaru lterhadap lWNA lyang lmelakukan lizin ltinggal, ldi 

lkarenakan lmasih ladanya lWNA lyang lmelanggar lketentuan ladministrasi 
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lkeimigrasian lseperti lmelebihi lbatas lizin ltinggal lnya l(overstay). 

lWalaupun ldari linstansi lyang lbersangkutan lsudah lmelakukan 

lpengawasan lterhadap lWNA lsesuai ldengan lprosedur lyang lada lhanya 

lsaja ldari lWNA lnya lsendiri lyang lmelakukan lkelalaian, lterkadang lWNA 

lini lmengabaikan lprosedur lyang lada lpada lkantor limigrasi lsehingga 

lterjadinya lpelanggaran-pelanggaran lkeimigrasian lyang ldapat lmerugikan 

lbagi lmereka lsendiri. 
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